BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan praktik kerja yang dilakukan penulis di Kantor

Kelurahan Hegarmanah Bandung, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Penulis telah memahami cara melaksanakan pekerjaan pembuatan Surat
Keterangan Kematian di Kantor Kelurahan Hegarmanah. Menurut penulis,
proses pelayanan dan pengerjaan pembuatan surat di Kantor Kelurahan
Hegarmanah Bandung sudah cukup baik karena cepat, akurat dan sangat
membantu masyarakat. Proses pekerjaan ini dimulai dengan menyapa dan
menanyakan keperluan masyarakat, selanjutnya menerima dokumen dari
pemohon dan menginput data almarhum ke website SIPAKU selanjutnya diberi
tanda tangan oleh petugas yang berwenang sampai diakhiri dengan penyerahan
surat kepada pemohon. Meski seluruh proses pengerjaan terlaksana dengan
baik namun ada sedikit kendala pada website SIPAKU yang harus sering
dimuat ulang.

2. Penulis telah memahami cara melaksanakan pekerjaan pembuatan Surat
Pengantar Nikah (disebut NA) di Kantor Kelurahan Hegarmanah. Menurut
penulis, proses pelayanan dan pengerjaan pembuatan surat di Kantor
Kelurahan Hegarmanah Bandung sudah cukup baik dan sangat membantu
masyarakat. Proses pekerjaan ini dimulai dengan menyapa dan menanyakan
keperluan masyarakat, selanjutnya menerima dokumen dari pemohon,
meregistrasi data ke dalam file Microsoft Excel sheet NA dan menginput data
pemohon ke file NA 2019 di Microsoft Word selanjutnya diberi tanda tangan
oleh petugas yang berwenang sampai diakhiri dengan penyerahan surat kepada
pemohon.

3. Penulis telah memahami cara melaksanakan pekerjaan pembuatan Surat
Keterangan Usaha di Kantor Kelurahan Hegarmanah. Menurut penulis, proses
pelayanan dan pengerjaan pembuatan surat di Kantor Kelurahan Hegarmanah

sudah cukup baik dan sangat membantu masyarakat. Proses pekerjaan ini
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dimulai dengan menyapa dan menanyakan keperluan masyarakat, selanjutnya
menerima dokumen dari pemohon, meregistrasi data ke dalam file Microsoft
Excel sheet SKU dan menginput data pemohon ke file SKU di Microsoft Word
selanjutnya diberi tanda tangan oleh petugas yang berwenang sampai diakhiri
dengan penyerahan surat kepada pemohon.

4. Penulis telah memahami cara melaksanakan pekerjaan pembuatan Surat
Keterangan Tidak Mampu di Kantor Kelurahan Hegarmanah. Menurut penulis,
proses pelayanan dan pengerjaan pembuatan surat di Kantor Kelurahan
Hegarmanah sudah cukup baik dan sangat membantu masyarakat. Proses
pekerjaan ini dimulai dengan menyapa dan menanyakan keperluan masyarakat,
selanjutnya menerima dokumen dari pemohon, meregistrasi data ke dalam file
Microsoft Excel sheet SKTM BPJS dan menginput data pemohon ke file SKTM
di Microsoft Word selanjutnya diberi tanda tangan oleh petugas yang
berwenang sampai diakhiri dengan penyerahan surat kepada pemohon.

5. Penulis telah memahami cara melaksanakan pekerjaan penginputan data
pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Kelurahan Hegarmanah. Menurut
penulis, proses pelayanan dan pengerjaan pembuatan surat di Kantor
Kelurahan Hegarmanah Bandung sudah cukup baik dan sangat membantu
masyarakat. Proses pekerjaan ini dimulai dengan menyapa dan menanyakan
keperluan masyarakat, selanjutnya menerima dokumen dari pemohon dan
menginput data pemohon ke website SIPAKU selanjutnya menuliskan nomor
registrasi yang mucul di SIPAKU selanjutnya diberi tanda tangan oleh petugas

yang berwenang sampai diakhiri dengan penyerahan formulir kepadapemohon.

3.2. Saran

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan penulis pada saat melakukan
kegiatan praktik kerja, penulis memberikan beberapa masukan yaitu sebagai
berikut.
1. Sebaiknya Kantor Kelurahan Hegarmanah mempunyai sistem pemenggilan

pemohon menggunakan nomor antrean. Sehingga ketika pemohon datang secara
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bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak, tidak akan kesulitan untuk
menentukan siapa yang akan didahulukan. Selain itu Kantor Kelurahan
Hegarmanah juga bisa menyiapkan buku tamu.

. Sebaiknya Dinas Komunikasi Informatika memperbaiki sistem dan membuat
SIPAKU dapat memuat ulang otomatis. Hal ini dimaksudkan supaya proses
penginputan dan pembuatan surat yang menggunakan website SIPAKU berjalan

dengan lancar dan tidak membutuhkan waktu untuk memuat ulang.
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